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PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERATAN DAN AKIBATNYA
| BAGI PEGAWAT NEGERT SIPIL

I, PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai macam per
bedaan, diantaranya adalah perbedaan Jjenis kelamin yaitu
iakinlhki dan perempuan. Mereka dikodratkan untuk berpasang-
pasangan, Sehingga timbullah kecenderungan untuk saling me-
ngenal, mengamati, mencintai, dan bahkan mempunyai keingin-
an untuk membina kehidupan bherumah tangga. Untuk itu di -~
perlukan adanya perkawinan.

Perkawinan bukanlah kejadian biasa, melainkan suatu
peristiwa sakral yang diagungkan oleh setiap orang. Lebih-
lebih di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, perkawinan
bukan hanya dilihat dari segi iahiriah saja tetapi Jjuga . o
erat hubungannya. dengan unsur batiniah. Perkawinan bukan
hanya disahkan dan disaksikan oleh manusia, tetapi juga di-
saksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu seyogiyanya
setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan mempunyai
- ¢ita-cita luhur untuk hidup sebagai suvami istri dengan ja-
linan kasih sayang, tanggung jawab dan perlindungan lahir
batin., Niat demikian merupaksn sebagian dari ibadah sesuai
dengan apa yang diajarkan oleh agama.

Mengenal tujudn perkawinan juga dapat dilihat dalam
pasal 1 UU No. 1 Tahun,l9?4'yang mehyatakan.bahwa perkawl ~

nan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
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seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. |

Selanjutnya dalam pendélasan pasal 1 UU No. 1 Tahun
1974 disebutkan, bahwa sebagal negara yang berdasarkan
Pancasila dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha
Esa maka perkawinan mempunyai_hubungan yang erat sekali
dengan agama / kerohanian sehingga perkawiman bukan saja
mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/ rohani
iuga'mempunyai.peranan;yang penting. Membentuk keluarga
yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula
merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan
menjadi hak dan kewajiban orang tya.

Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat seca-
ra lahiriah baik antara suami istri maupun masyarakat se -
kelilingnya., Ikatan batin yang tak terliljat itu hdrus ada
untuk mencerminkan kerukunan suami istri. Yang diperlukan
dalam pembentukan rumah tangga yang kekallabadi harus mem=
punyal ikatan lahir maupun batin, sehingga perkawinan tidak
akan putus dengan alasan apapun kecuali putus karena kema -
tian ( Wibowo Reksopradoto, S.H, 1982 : 11 ).

Apabila perkawinan telah dilangsungkan, maka timbul-
lah hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal ba=
1ik, demikian juga apabila dalam perkawinan itu dilahirkan
anak maka juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang
tua dan anak seéara timbal halilk., Oleh Mulyadi dikatakan

bahwa perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan



akibat hukum sebagai berikut :

1. Timbulnya hubungan antara suami istri

2, Timbulnya harta benda aalam-perkawinan

3. Timbulnya hubungan antars orang tua dan anak
( Mulyadi, S.H, M.S, 1993 : 41 )

Berhubung denganaakibat yang sangat penting dari
perkawinan inilah, maka masyarakat membutuhkan suatu pér -
atura; untuk mengatur perkawinan, syarat-syarat untuk per-
kawlinian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perka -
winan ( Wirjono Projodikoro, 1974 ; 7 ).

- Semula di Indonesié terdapat beraneka ragai Hulkum
Perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan penduduk,
yaitu :

l. bagl orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam ber-

| laku Hukum Agama yang telah diresipier dalam Hukum Adat;

2. Bagi orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat ;

3« bapl orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen
herlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers
( S. 1933 Nomor 74 );

L. bagl orang-orang Timur Asing Cina dan,warganegara
Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan
Kitab Undanpg-undand Hukum Perdata dengan sedikit per =
‘ubahan: ;

5. bagil orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara
Indonesia keturunan. Timur Asing lainnya tersebut ber -

laku Hukum Adat mereka;



6. bagl orang-orang Eropa dan warganegara Indonesia keturu-
nan Eropa dan yang disamakan.dengan.méreka berlaku Kitah
Undang~undang Hukum Pefdata ( Penjelasan Umum UU No. 1
Tahun 1974 no. 2 ).

Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 maka tercipta 1
unifikasi hukum di bidang perkawinan. Hal ini dapat kita
lihat_dari pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 yang menetapkan,
bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubuhgan
dengan perkawinan herdasarkan undang-undang ini, maka de -
ngan. beriakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( Burgerlijks

"Wethoek ), Ordonantie Perkawinan Indonesia Kristen |
( Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesier, S. 1933 No.
74 ), Peraturan Perkawinan Campuran ( Regeling op de
Gemengde Huwelijken, S. 1898 No. 158 ) dan peraturan-pera-
turan lain yang mengatur tentang perkawihan se jauh telah
diatur dalamnm undang-undﬁng ini dinyatakan tidlak heriaku.

Meskipun hidup bahagia lestari menjadi implan seti-
ap orang yang melangsuingkan perkawinan, namun tidak semua-
nya dapat mewujudkan.impian‘tersebut menjadi kenyataan .
Banyak fakta menunjukkan perkawinan kandas di tengah per -
Jalanan karena adanya perceraian. Siapapun bisa saja me -
ngalami hal demikian, tidak terkecuali Pegawai Negerdi
Sipil.

Dalam makalah inl hanya akan membahas masalah ter-
hentinya perkawinan karena perceraian khusus bagi Pegawail

Negeri Sipil.



Peéawai Negerl Sipil adalah unsur Aparatur Négara,
Abdi Negara, dan Abdi Masygrakat yang harus menjadi teladaﬁ
yang baik bagi masyarakét dalam tingkah laku, tindakan dan
ketaatan kepada peraturdn perundang-undangan yang berlaku.
Untuk dapat melaksahakan kewajiban yang demikian itu, maka
kehidupan Pegawal Nepgeri Sipil harus ditunjang oleh kehi -
dupan'perkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawal
Negeri Sipil dalam melsksanakan tugasnya tidak akan banyak
terganggu masalah-masalah dalam keluarganya.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus
diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan
masyarakat, maka kepads Pegawal Negeri Sipil dlbebankan
ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan
dan perceraian Pegaﬁai Negeri Sipil harus memperoleh ijin
terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan ( Penjela-
san umum PP No. 10 Tahun 1983 ).

Bagl Pegawal Negeri Sipil untuk melakukan perceraian
harus tunduk pada UU Perkawinan.No. 1 Tahun 1974 dan peratu-

ran pelaksanaannya, yaltu PP No. 9 Tahun 1975, serta harust

- tunduk pula pada PP No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah

dengan PP No., 45 Ta hun 1990.

IT, PERMASATAHAN

Dari uraian di atas maka dapat ditarik beberapa perw
masalahan sebagai berikut :

1. Dapatkah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama me =



mutuskan perceralan Pegawai Negerl Sipil tanpa adanya
i1jin atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut?
2. Bagalmana akibat putusnya perkawinan karena perceraian

bagl Pegawai Negeri Sipil?

- III, PEMBAHASAN MASALAN

-

s Perkawinan dapat putus karena beberapa hal, yaitu :

1. kematian

2. perceraian

3. atas keputusan pengadilan ( pasal 38 UU No. 1 Tahun
1974) .

Dalam makalah ini hanya akan dibahas mengenai putus-
nya perkawinan. karena percerailan, _

Konflik antara suami lIstri sudah menjadi sesuatu
yang lazim terjadi dalam rumah tangga. Setiap orang tentu
ingin menghindari konflik tersebut, meskipun seringkali
tidak terelakkan. Krisis dalam perkawinan itu memang
manusiawl sekali, karena adanya perkawinan itu bukan ber -
arti usal segala persoalan tetapl Jjustru memulai suatu pép-
soalan. Ibarat hendak menyeberang samudra, mengayuh biduk
hersama melawan ombak lautan perkawinan itu barulah per -
tanda herada di tépian, belum.mengarungi samudra kehidupan,

Mengatasl konflik keluarga bukanlah hal yang mudah.
Bahlkan mungkin sampai tidak zeratasi, sehingga diambila
jalan.akhir-dengan perceraian., |

Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai



tindakan yang terakhlr setelah ihtiar dan segala daya upaya
yaﬁg telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan
dan ternyata tidak ada jalan lain lagi kecuali haya dengan
perceralan antara suami. istri. Atau dengan perkataan lain
bahwa perceraian itu adalah sebapgal way out pintu darurat
hagl suami- istri deml kebahagiaan yang dapat diharapkan se-
sudah terjadinya perceraian itu. (H.M. Djamil Latif, S.H,
1982 : 30 ).

Mengenail perceralan ini di Indonesia diatur secara
ketat dalam perundang-undangan dengan malksud untuk memper-
sukar terjadinya perceraian . Dalam penjelasan umum UU
No. 1 Tahun 1974, No. 4 huruf e dikemukakan bahwa  karena
tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kelﬁarga sang ba -
hagia kekal dan sejahtera, maka,Undangnuhdang ini menganuty
prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk me-
mungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu
serta harus dilakukan di depan sidaﬁg pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pe-
ngadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha
dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

( Pasal 39.ayat (1) UU No. lfTahgan??ha).'

Yang dimaksﬁd pengadilaﬁ.di sini yaitu :
1, Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
2, Pengadilan Negeri bagi yang heragama selain Islam
( Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 ).

Untuk melakukan perceralan harus ada cukup alasan,
bahwa antara suamil istei itu tidak akan dapat hidup rukun
sebagal suami istri ( pasal 39 ayat (2) U “o. 1 Tahun

1974 ).



Adapun‘alasan‘yang dapat dijadikan dasar untuk me -
lakukan perceraian tertuang dalam penjélasaﬁ pasal 39 ayat
(2) UU No. 1 Tahun 1974, dan pasal 19 PP No., 9 Tahun'1975,
yaltu sebagai berikut |
aes Salah satu pihak berbuat zina atau menjadl pamabok, pe-

madat,.penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuh-
kan;

b Salah satu pihalk meninggalkan yang lain se1ama 2 (dua )
tahun herturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tamn
pa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemaunan
nya;

Cce Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima)
tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan

" berlangsung;

d. salah satu pihak melakukan kekejJaman atau penganiayaan
berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

e. salah satu pihak mendapat cacat badan dan atau penyakit
yang mengakibatkan tidak dapat menjaiankan kewa jibannya
sebagéi suami atau istri; |

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisi-
han dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga. |

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala
~akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar
pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawal Pencatat, kecuali
bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak = jatuhnya
putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan

hulcuin yag tetap.



Terjadinya perceraian membawa akibat-akibat ter -
tentu, baik bapl bekas suami istri maupun terhadap anak
yang lahif-dari perkawinaﬁ tersebut, Dalam pasal 41 UU No.
1 Tahun 197/ disebutkan mengenai allibat putusnya perkawi -
nan karena perceraian, yaltu sebagai berikut :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan
mendididik anak-analnya, semata;mata berdasaman ke -
peﬁiingan anak bilamana ad. perscelisihan mengenai pe -
‘nguasaan anak-anak Fengadilan memberi keputusannya;

h. Bapak yang bertangguvng Jawab atas s3mua biaya pemeliha-
raan dan pendidikan yang diperlukan anal itu: hilamana
dalam.kenyataan.tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut
Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biass
ya tersehut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada hekas suvaml untuk

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu

kewajihan bagi bekas istri.

Kewajiban bapak atau ibl terhadap anak-anaknysg,
dalam No. a dan b di atas, akan berakhir apabila anak-anak-
nya itu sudah dewasa atau sebelum dewasa anak-anaknya sudah
melangsungkan perkawinan. Disamping itu apabila anak-~analk
nya menya meninggal dunia maka kewajiban bapak atau ibu
tersehut juga berakhir.

Sedangkan kewajiban bekas suami dalam No, ¢ di atas
akan berakhir, apabila kewajiban yang dibebankan kepada
bekas suami tersebut sudah dilaksanakan atau sebelum ke -

wajiban tersebut selesal bekas istri telah melangsungkan
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perkawinan dengan pihak lain ( Mulyadi, S.H, M.S, 1993
93 ).

L. Liin Perceraian Bagi Pegawal Negeri Sipil

Perceraian dapat terjadi terhadap siapapun, termasuk
Pegawal Neéeri Siril. Bagaimanapun juga Pegawail Negeri
Sipil adalah manusia biasa yang tak bisa lepas dari konflik
berumah tangga yang mungkin mengakibatkan perkawinan kandas
di.tengah Jalan. | _ | |

Bagi Pepgawai Negeri 8ipil vang hendak melakulkan per-
ceraian berlaku peraturan khusus disamping peraturan yang
berlaku bagi setiap orang pada umumnya. Hal ini mengingat
kedudulkan khusus yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil dalan
masyarakat.. Dalam PP No. 10 Tahun 1983 baglan menimbang
huruf b, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib mem -
berikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi te-
ladan segal warga negara yang bailk dalam masyarakat, ter-
masuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untult melanp -
sungkan percerailan seorang Pegawail Negeri Sipil dicamping
Iharus memenuhli persyaratan dan alasan-alasan yang terdapat
dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9
Tahun 1975 tentang Penjelasan atas UU No. 1 Tahun 1974
juga harus memenuhi ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 1983
tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagili Pepawal Negeri
Sipil dan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP

No. 10 Tahun 1983.
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Yang dimaksud Pepawai Negeri Siﬁil di sini adalah
1. Pegawal Negeri Sipil sebapgaimana dimalsud dalam UU No.38
Tahun 1974 tentang Pokok;pokok Kepegawaian yang meliputi
Pepgawal Negeri Sipil Pusat dan Pegawal Negeri Sipil

" Daegah, termasuk Calon Pegawal Negeri Sipil,

2. Yang dipérsamakan dengan Pegawal Negeri Sipil yaitu:
" a. Pepawaili Bulanan di samping pensiun

b. Pegawal Bank milik Negara

¢. Pepgawal Bank milik Daerah

d. Pegawal Badan Usaha Milik Negara

e; Pegawal Badan Usaha Milik Daerah

f. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang me —.

nyelenggarakan urvsan pemerintahan di Desa.

( Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepepawaian Negara
No: 08 / SE / 1983 bvagian I No. 4 huruf a ).

Bagl Pegawal Negeri Sipil yang hendak melakukan_per~
ceraian harus memperolek ijin dari pejabat. Syarat ini |
mutlalk diperlukan, meskipun dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan
PP No, 9 Tahun 1975 tidak didtur.-Ketentuan itu merupakan
peraturan khusus yang berlaku bagl Pegawal Negeri Sipil.
Dalam hal ini harus diingat bahwa peraturan khusus bisa
mengenvampingkan ketentvan umum (_1ex_speﬁialis derogat
lex generalis ).

Kewajiban untuk memperoleh ijin demikian tercantum
dalam pasal 3 PP No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dalam
pasal 1 no. 1 bagian (1) PP No. 45 Tahun 1990 yang me.<.'w
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nyatakan bahwa Pegawal Negeri Sipil yang akan melakukan
perceraian wajib memperoleh 1jin atau surat keterangan
lebih dahulu dari pejabat.

Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pesawail Negeri
Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu Bagil Pegawal
Negeri Sipil yang mengajukan gﬁgatan perceraian (peggugzat)
wagddb wemperoleh i1jin lebih dahulu daril pejabat, sedangkan
Pegawaili Negeri Sipil yang meneriwma gugatan perceraian
(tergugat) wajid memperoleh surat keterangan lebih dahulu
dari pejabat sebelum melakukan perceraian ( Penjelasun
pasal 3 (1) PP No. 45 Tahun 1990 ).

Hal di atas sesual dengan hasil penelitian Mulyadi
yang pada pokolinya : Hakim Pengadilan Negeri atau Pe -
ngadilan Agama yang memeriksa perkara perceralan, meng -
haruskan pihak Penggugat untuk memperoleh 1jin perceraian
lebuh dahulu daﬁi:gkasan;bﬁédaaggagapihaku@éﬁgngapmtharnst
mendapat- surat keterangan dari atasan dimana Pegawal Negeri
tersebut bekerja. ( Mulyadi, S.H, M.S, 1993 : 36 ) . |

Permintaan ijin perceraian diajukan oleh penggugat
kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki
sadangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan per-
ceralan dari suami atau istri secara tertulis melalul salu-
ran hierarki dalam Jjangka waktu selambat-lambatnya enam
hari kerja setelah menerima gugatan perceralan (Penjelasan
pasal 3 ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990 ).

Dalam pengajuan ijin atau pemberitahuan adénya per-

ceralan harus ada alasan-alasan yang mendasarinya. Me -
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ngenai alasan perceraianrini sesuai dengan yang telah di -
tetapkan dalam UU No, 1 Tahun 1974 dan PP No., 9 Tahun 1975.
Namun. demikian di sini aéa éedikit perbedaan. Khusus bagi
Pegawal Negeri Sipil, sebagaiman& digebutkan dalam pasal

7 PP No, 10 Tahun 1983, bahwa ijin untuk bercerai karena
istri mendapat cacatrbadan atau penyakit dengan akibat

. tidak dapat menjalankan kewajibannya sebaigal istrdi, tidak
tidak diberikan oleh pejabat. Sedangkan dalam UU No, 1
Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 ditetapkan bahwa salah
satu alasan dapat terjadinya perceraian ialah salah satu
plhak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagal suami/ distri.

Seorang Pegawal Negeri Sipil yang melakukan per =
ceraian karena alasan lstri tertimpa musibah tersébut tlidale
lah memberikan keteladanan yang bailk, meskipun ketentuan
peraturan pérundang-undangan memungkinkannya. Oleh karena
itu ijin untuk berceral dengan alasan terscbut tidak di -
perkolehkan. ( Penjelasan pasal 7 ayat (2) PP No. 10 Tahun
1983).

Sudah sewajarnya bila alasan seperti itu tidak di-
ijinkan, sebab justru pada saat menerima cobaan. demikian
seharusnya seorang suami atau istri lebih memberikan kasih
sayang dan dorongan semangat yang sangat dibutuhkan oleh
pasangannya,., Bukankah perkawinan itu dilakukan untuk mem -
bina hidup bersama baik dalam suka maupun duka.

Setiap atasan yang menerima surat permintaan 1ijin
perceralan harus berusaha dahulu merukunkan kembali suami

istri tersebut, Apabila usananya tidak berhasil, maka ia

-
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meneruskan permintaan ijin perceralan itu pada pejabat me-
lalui saluran hierarki disertal pertimbangan tertulis. Pe-
nyampaian ini harus sudah dilakukan dalam Jangka wakiu se-
lambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia me-
nerima permintaan ijin perceraian., ﬂ
Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha le -
bih dahulu merkunkan kgmbali suami istri yang bersangkutan
dengan”cara nemanggil mereka secara langsung untuk diberi
nasihat. Pada dasarnya cdalam rangka usaha merukuckan ken-
bali suami/istri yang bersangkutan pejabat harus memang =
gil mereka secara langsung dan memberikan nasihat secara
privadi. Tétapi apabila tempat kedudukan pejabat dan tem -
pat suami istri yang bersangkutan berjauvhan, maka pejahat
dapat memperintahkan pejabat lain dalam lingkungannya un -
tuk berusaha merukunkan kembali suami/istri tersebut.
( Pasal 6 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1983 dan penjelasannya)
Apabila usaha untuk merukunkan kembali ini tidak
berhasil maka pejabat mengambil keputusan atas permintaan
ijin perceraian itu dengan.mempertimbangkan dengan seksanma
hal«hal sebagai berikut :
1. alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan
1jin pérceraian
2. pertimbangan yang diterikan oleh atasan Pegawali Negeri
Sipil yang bersangkutan
3. apabila alasan~alasan dan syarat-syarat yang dikemuka -
kan dalam permintaan ijin tersebut kurang meyakinkan
‘maka pejabkat harus meminta keterangan tambahan dari is-

tri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan per
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mintaan ijin itu atau dari pihal lain yang dipandang
dapat memherikan keterangan yang meyakinkan.
Pejabat harus sudaﬂ memberikan keputusannya dalam
Janglka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai
la menerima permintaan ijin tersebut. ( Pasal 13 lama yang
diubah menjadi Pasal 12 baru PP No. 10 Tahun 1983 ).
Keputusan Pejabat ini dapat berupa :
1. pegbiakan.pemberian'ijin
2. pemberian ijin.
Pejabat akan menolak permintaan ijin untuk bercerai
apabila :
a. bertentangan dengan ajaran atau peraturan agana yang
dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersanglutan
b. tidak ada alasan-alasan yang sah yang mendasari permin-
taan ijin perccraian tersebhut ;
C. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ; dan/atau
de alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat,
( Pasal 7 ayat (%) PP No. 10 Tahun 1983 ),
Sebaliknya ijin untuk hercerai dari pejabat akan di-
berikan apabila
a. tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang
dianut Pegawail Negeri Sipil yang bersangkutan ; |
h. ada alasan yang sah yang mendasari perpmintaan ijin per-
ceraian tersebut ;

c. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undagan

vang berlaku ; dan/atau
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de alasan yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal
sehat.

Pejabat dapat mendélegasikan sebagian‘ wewenangnya
kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendah -
nya pejabat eselon IV atau yang dipersamalkan dengan itu,
untuk memberikan atau menclak pemberian ijin perceraian ,
sepanjang mengenal permintaan ijiﬁ yang diajukan oleh Pe~
gawai-Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersa-
makan dengan itu. ( Pasal 14 lama atau Pasal 13 baru PP No;
10 Tahun 1983 ),

Pegawail Negeri Sipll yang telah mendapat 1jin untuk
melakukan perceraian, apabila ia telah melakukan percerai-
an, maka ia wajlb melaporkannya kepada pejabat melalul sa-
luran hierarki, selambat-lambatnya 1 ¢ satu ) bulan, ter-
hitung mulai tanggal perceraian itu. { Surat Edaran Kepala
BAKN No. 08/SE/1983 bagian III No. 18 ).

Bagi Pegawail Negeri Sipil yang melakukan perceralan
tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat maupun
tidalt melaporkan perceraiannya akan dikenai sanksi. Hal
ini secara tegas tercantum dalam Pasal 15 baru ayat (1) PP
Ne¢,., 10 Tahun‘l983,ryang antara lain herhbunyi, bahwa Pega-
wal Negeri Sipil yang melanggar kewajiban/ketentuan untuk“
mengajukan permintaan ijin dalam hal akan melakukan perce-
ralan, dan setelah terjadi perceraian tidak melaporkan
perceraiannya dalam Jangka walktu selambat-lambatnya satu
bulan ferhitung terjadinya vercerailan, dijatuhi hukuman di-

siplin berat herdasarkan PP No., 30 Tahun 1980 tentang Per-
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aturan Disiplin Pegaval Negri Sipil.

Penjatuhan sanksi dni juga berlaku bagl atasan yang
menerima permintaarn ijin pérceraian,dari Pegawal Negeri
Sipil dalam lingskungannya, tetapl dalam jangka walitu yang
telah ditentukan tidal: meneruskannya kepada pejabat. Demi-
kian Jjuga apabila dalam Jangka walttu yang telah ditentukan
pejabat tidak memberikan keputusan tentang pomberian. atau

penolakan pemberian ijin untuk melakukan perceraian SeQ=-

rang Pegawal Negeri Sipil.

2e Algibat Perceraian Yans Dilakukan Oleh Peeawad Nepgperi

Sipdl

Sebagaimana perceralan pada wmumnya, perceralan Pe-
gaval Negeri Sipil inil pun wmembawn akibat tertentu ~baile
bagl bekas suami i1stri maupun bagl anak-anale yang dilahir-
kan dari perkawinan antara keduanya.

Alcibat perceraian Pegawal Negeri Sipll diatur seca-
ra khusus dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983, yaltu
l. Apabkila perceraian terjadi atas kehendali Pegavinl Negeri

Sipil pria saka ia wajib menyerahkan sebarian gajinya

untult penghidupan belas istri dan anak-anaknya.

2. Penmbagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1- ialah
sepertiga untuk Pegavai Negeri Sipil pria yang beréang~
kutan,sepertiga untuk hekas istrinya, dan sepertiga un-
tulk anak atau anak-anaknya.

3. Apabila dari perkawiran terscbut tidak ada anak maka



bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawal Negeri
Sipil pria kepada bekas lstrinya ialal seteugah dari
gajinya. \

Le Apabkila perceraian terjadi atas kehendak istri, zala
ia tidak berhak atas bagian penghasilan‘dari bekas su-
aninya.

5 thentuan scbagalmana dimaisud dalam ayat (4) tiaak
bherlaku, apabila istri mezminta coral harera dinadu,

6. Apabila bekas istri Pegawal Negeri Sipil yang bersanpg-
lutan kawin lagl, maka hakoya itus hagian gaji dari
bellas suaninya menjadi hapus terhituns mulal la  kawin
lagi.

Dalznm praktek peradilan Hakim dapat wmenctapkan anak
yang lahir dalam perkawinan tersebut mengikuti bapak atau
ibunya. Bahkan Hakim dapat menetapkan misalnya‘ seorang
anak ikut bapak dan seorang anak ikut ibunya.

Hal di atas dapat dilihat dari Pertimbangan Hukum
Perkara Perceraian No. 251/PDT/G/1993/PN. SMG, yang ber -
bunyi :

Menimbang, bahwa Majeiis berpendapat pula “adalah

cukup adil untuk menetapkan bahwa anakeanak yang di-

peroleh selama perkawlinzn antara Penpgpugat dan Ter-

gugat terutama bhagl kelangsungan pemciharaan dan
pendidikan mereka, anak pertama diserahkan pemeliha-
raannya kepada Pengpugat, sedangkan anak kedua yang
nasih sangat di bawah usia diserahkan kepada Ter -

gugat selaku Ibunya mengingat bahwa peran Ibu lebih
dekat hubungannya bagi batiniah si anak.

Pertimbangan Hulwum tersebut mengakibatkan gaji su-~
ami (Fenggugat) dibagi dua, setengzh untule pengrugat  dan

anaknya dan setenzahnyz untuk istri dan anaknya,



Pegawni Negeri’Sipil yang menolak melaksanakan ke-
tentuan pembagian gaji sesuai dengan yang teleh ditetap -
kan di atas dijatuhl salah satu hukumen disiplin berat
berdasarkan Peraturan Pemerintaeh Ho. 30 Tahun 1980 Tentang
Peraturan Disiplin Fegawai Negeri Sipil, yaitu
1. Fenurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih

rendah untuk paling lsma 1 (satu) tahun; |
2. Fembebasgan dari jJabatan;
3, Pemberhentisn denpgan hormat tidak atas permintean sen-
diri sebagai Pegawsi MNe~eri Sipil;
4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai He -

geri Sipil.

IV. PENUTUP

¥epimmulan

Dari spa ysng telah diuraikan di ates dapst di -
ambil beberspa kesimpulen sebagai berikut
1. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan

perceraian harus terlebih dshulu mendapst ijin  dari

atasan.

2. Akibat perceraian bagi Pepawzi Neperi Sipil diatur
dalam pasal 8 FP No. 10 Tahun 1983.

3. Tasal di atas dapat disimpesngi dengan keputusan Hakim
yang menetapkan bahwa satu snak ikut bapak dan satu
anak ikut ibu, sehingga mengakibatkan ﬁéji suami dihagi

dua, yaltu setengah untuk susmi dan anaknys dan sete -

ngah untuk istri den anaknya.
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4. Pegawal Negeri Sipil yang melakukan perceraian  tanpa
ijin atasan diancam dengan salah satu hukuman disiplin

berat berdasarkan PP No. 30 Tabun 1980,

Sarsn

ﬁengingatrperkawinan adalezh suatu hal yang sakral yang
diagungkan oleh setiap orang, dan_mengingat kedudukan
Pepawal Negeri Sipil dalam mesyarakst adalsh sebagai
contoh dan teladsn, make alangksh baiknya bila setiap
PNS selalu menjegs keutuhan rumah tangganya dan diusa-

hakan semaksimal mungkin agar tidak terjadi perceraien.
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